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ABSTRAK 
TRI FADLY (B11106615). IMPLEMENTASI REHABILITASI 
MEDIK BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi kasus di kota 
Makassar),  dibawah bimbingan Muhadar  sebagai pembimbing I dan Hj. 
Haeranah sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi 
medik bagi penyalahguna narkoba di Kota Makassar dan untuk 
mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medik bagi 
penyalahguna narkoba di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi selatan dan Kepolisian Daerah sulawesi selatan, dengan 
menggunakan jenis penelitian sosio yuridis dan menggunan studi 
dokumen serta wawancara dengan pihak terkait. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi 
medik bagi penyalahguna narkotika di Kota makassar belum berjalan 
sesuai yang diharapkan. Kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi 
medik terhadap penyalahguna narkotika di Kota Makassar adalah (1) 
Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak pecandu untuk 
memperoleh hak rehabilitasi medis (2) sosialisasi dari pihak terkait belum 
efektif. 
Agar pelaksanaan rehabiltasi medik bagi penyalahguna narkotika di 
makassar dapat berjalan  sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis 
menyarankan (1) Sosialisai/penyuluhan dapat dilaksanakan dan 
diterapkan tidak hanya di lingkungan pendidikan atau instansi terkait 
namun di lingkungan masyarakat secara umum perlu digalang (2) 
perhatian orangtua dalam lingkungan keluarga lebih utama untuk 
menangkal pengaruh narkoba yang mengancam putra putri mereka.  
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ABSTRACT 
TRI FADLY (b 1 1 1 0 6 6 1 5) implementation of medical rehabilitation 
for drug abusers in the city of Makassar case studies under the 
guidance of the supervisor is muhadar as 1 and the second is Hj. 
Haeranah. 
 This study aims to determine the implementation of medical 
rehabilitation for drug abusers in the city of Makassar and to determine the 
constraint in the implementation of medical rehabilitation for drug abusers 
in the city of Makassar.  
Study was conducted at the national narcotics agency and the 
South Sulawesi Province South Sulawesi regional police using a type of 
juridical and socio use document studies and interviews with stakeholders 
The results showed that the implementation of medical 
rehabilitation for drug abusers in the city of Makassar not work as 
expected constraint in the implementation of medical rehabilitation to drug 
abuse in the city of Makassar is 1 still a lack of public awareness of the 
right to obtain the right medical rehabilitation 2 dissemination of related 
parties have not been effective  
For the implementation of medical rehabilitation causes drug abuse 
in Makassar can run as expected, the authors suggest 1 socialization or 
counseling can be implemented and applied not only in the educational 
environment or related institutions, but in society in general should be 
encouraged 2 parental concern within the family is more important to 
counteract the influence of drugs which threatens their sons and 
daughters 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan 
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia 
Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan Nasional perlu 
dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat 
kesehatannya. 
Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia 
Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu 
dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan 
kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan 
obat-obatan jenis tertentu yang  sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan 
serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.  
Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang 
bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula 
menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 
disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan 
yang ketat dan seksama. 
  
 
 
2 
 
Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, 
mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan 
pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika 
karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar 
bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta 
ketahanan nasional Indonesia. 
Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang 
dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi 
yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah 
banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda 
bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, 
dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
sebagaimana telah dirubah menjadi undang-undang nomor 35 Tahun 
2009 tentang narkotika sudah sesuai dengan perkembangan situasi dan 
kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak 
pidana tersebut. 
Narkotika bukan hanya merebak di kota-kota besar seperti Jakarta 
dan Bali, namun hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia telah terkena 
pemasokan narkotika ini. Kehadiran obat-obat terlarang ini mengoyahkan 
keseimbangan sosial, merusak generasi muda sekaligus menggerogoti 
moral bangsa, dan menyentuh seluruh stratifikasi sosial. 
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Penanganan Kejahatan  penyalahgunaan Narkotika di Indonesia 
saat ini menghadapi problema sosial, ekonomi, dan politik, sekalipun telah 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Penanganan ini menyangkut pula dengan pengaturan mengenai produksi, 
kultivasi, distribusi dan konsumsi (pemakai atau pengguna). 
Beberapa kasus penyalagunaan narkotika dan psikotropika yang 
terjadi di Makassar menunjukkan indikasi bahwa kota ini menjadi sasaran 
pemasokan obat-obat berbahaya tersebut. Di samping itu kota Makassar 
yang letak geografisnya cukup strategis sebagai kota penghubung/trans 
Sulawesi dan bagian timur Indonesia dengan tingkat kompetatif sosial 
yang tinggi, beranekaragam komunitas kota yang ditinjau dari tingkat 
pendidikan, latar belakang ekonomi dan lapisan sosial merupakan faktor 
kriminogen penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu perlu dikaji secara 
konprehensif sedini mungkin sehingga dapat mengantisipasi dan mencari 
solusi yang tepat. 
Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, 
dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang 
kadang-kadang proses tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan 
semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk dan polanya semakin 
kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola pikir masyarakat yang 
semakin maju. 
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Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan disegala 
bidang. Kemajuan teknologi yang sedang berlangsung tidak selalu 
berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya 
adalah dengan kemajuan teknologi  juga ada peningkatan masalah 
kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. 
Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk 
menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan 
obat-obatan terlarang. 
Akhir- akhir ini kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang telah 
bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi 
dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu 
mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan 
moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi 
generasi penerus bangsa. 
Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
lainya; atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba  
khususnya bagi generasi penerus bangsa (Narkotika dan Bahan/ Obat 
berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang 
memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan 
melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta 
masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, 
konsekuen dan konsisten. 
 
 
5 
 
Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya (Narkotika) masih bermanfaat bagi 
pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut 
indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai 
peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu 
maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya 
penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah 
sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai 
dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial 
ekonomi atas. Oleh karena itu perlu diwaspadai bahaya dan pengaruhnya 
terhadap ancaman kelangsungan pembinaan dilaksanakan secara 
berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. 
Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya 
penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Peran penting sektor 
kesehatan sering tidak disadari oleh petugas kesehatan itu sendiri, 
bahkan para pengambil keputusan, kecuali mereka yang berminat 
dibidang kesehatan jiwa, khususnya penyalahgunaan narkotika. Bidang 
ini perlu dikembangkan secara lebih profesional, sehingga menjadi salah 
satu pilar yang kokoh dari upaya penanggulangan penyalahgunaan 
narkotika. Kondisi di atas mengharuskan pula Puskesmas sebagai ujung 
tombak pelayanan kesehatan dapat berperan lebih proaktif dalam upaya 
penanggulangan 
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 penyalahgunaan narkotika dimasyarakat. Dari hasil identifikasi 
masalah narkotika dilapangan melalui diskusi kelompok terarah yang 
dilakukan Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat bekerjasama dengan 
Direktorat Promosi Kesehatan. Penyebab penyalahgunaan narkotika 
sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan 
individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat (Narkotika). 
Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah, 
disampin upaya  preventif, juga upaya represif. Upaya preventif dilakukan 
sebelum terjadinya kejahatan seperti penyuluhan dan peningkatan razia 
atau patrol oleh pihak terkait. Sedangkan upaya refresif dilakukan setelah 
terjadinya tindak pidana yakni berupa proses hukum yang bersangkutan 
sampai pelaksanaan pemidanaan. 
Dewasa ini telah berkembang konsep dekriminalisasi dan 
depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. 
Dekriminalisasi artinya suatu perbuatan yang semula termasuk tindak 
pidana tetapi  kemudian dipandang sebagai sesuatu prilaku biasa. 
Sedangkan depenalisasi berarti suatu perbuatan yang semula termasuk 
perbuatan yang harus dipidana kemudian menjadi tidak dipidana. 
Menurut konsep ini  bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan 
narkotika tidak harus diproses sampai ke pengadilan. Pecandu dan 
korban penyalahgunaan narkotika cukup mengikuti rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. 
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 Rehabilitasi ini dapat dilakukan di Balai rehabilitasi  atau di 
fasilitas pelayanan kesehatan.  Rehabilitasi Medis adalah suatu proses 
kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari 
ketergantungan Narkotika.  Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses 
kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, 
agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi 
sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pecandu atau korban 
penyalahgunaan narkotika telah mengikuti rehabilitasi medis atau 
rehabilitasi sosial sampai tiga kali, maka rehabiltasi ketiga jika terdapat 
alas an yang kuat, barulah dibarengi dengan penegakan hukum. 
Sebenarnya konsep ini telah sejalan dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 54 diatur bahwa 
Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika “wajib” 
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Kemudian diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan 
Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Berdasarkan PP No.25 Tahun 2011,  
Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk: 
a. Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi social 
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b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan 
masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab 
terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah 
pengawasan dan bimbingannya; dan 
c. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam 
menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika. 
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, telah dianut Dekriminalisasi dan depenalisasi 
terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika 
sebagai upaya penanggulangan refresif. Pengguna atau pecandu 
narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya, tidak 
dipidana, melainkan dimasukkan ke Balai Rehabilitasi pecandu narkotika.  
Hal inilah yang Penulis akan bahas dalam suatu karya ilmiah 
berupa skripsi dengan judul: Implementasi Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya dengan Dekriminalisasi 
dan Depenalisasi (Studi Kasus di Kota Makassar). 
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B. Rumusan Masalah  
1. Dalam hal apakah Dekriminalisasi dan Depenalisasi dalam 
tindak pidana narkotika ? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan Dekriminalisasi dan depenalisasi 
tindak pidana narkotika di Kota Makassar sebagai implementasi 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
 Adapun tujuan penulisan adalah: 
1. Untuk mengetahui dalam Hal apakah dekriminalisasi dan 
depenalisasi pada tindak pidana narkotika. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dekriminalisasi dan 
depenalisasi tindak pidana narkotika di Kota Makassar sebagai 
implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. 
D. Kegunaan Penulisan: 
1.  Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 
aparat penegak hukum, dalam upaya penanggulangan tindak 
pidana narkotika, khususnya bagi pecandu dan korban 
penyalahguna. 
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 
penelitian lanjutan dalam kaitannya dengan efektivitas 
penanggulangan tindak pidana narkotika.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Delik 
Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum, yang didalam 
Wetboek Van Strafbaar feit Netherland dinamakan Strafbaar feit. Dalam 
Bahasa Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan 
dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit. Dalam Kamus Bahasa 
Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut. 
“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.” 
Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu 
meliputi suatu perbuatan (handelen atau doen) atau suatu melalaikan 
(verzuin atau nalaten) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh 
karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu 
peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa 
akibat yang diatur  oleh hukum (Utrecht,1994 : 251). 
Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2005 : 7) menggunakan istilah 
pelanggaran pidana untuk kata delik. 
Andi Zainal Abidin Farid (1978 : 114) menggunakan istilah 
peristiwa pidana dengan rumusan peristiwa pidana adalah suatu 
perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan 
kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan 
itu. 
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Demikian pula Rusli Effendy (1989 : 54) memakai istilah peristiwa 
pidana yang menyatakan bahwa peristiwa pidana haruslah dijadikan dan 
diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain, 
sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja, maka hal ini dapat 
mempunyai arti yang lain. 
Menurut Moeljatno (1993 : 54) memakai istilah peristiwa pidana 
yang dirumuskan yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, 
bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 
Mengenai delik dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana 
masing-masing memberiikan Definisi berbeda, menurut Vos 
mendefinisikan delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum 
berdasarkan undang-undang. Van Hammel mendefiniskan delik sebagai 
suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain, sedangkan 
Prof. Simons mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 
seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum (Leden Marpaung, 2005 : 8). 
pengertian dari delik menurut Achmad Ali (2002:251) adalah: 
Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar 
hukum ataupun Undang-Undang dengan tidak membedakan 
apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum 
publik termasuk hukum pidana. 
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Adapun macam-macam delik (H.A.Abu Ayyub Saleh,t.t:4) adalah: 
1. Delik kejahatan adalah rumusan delik yang biasanya disebut delik 
hukuman, ancaman hukumannya lebih berat; 
 
2. Delik pelanggaran adalah biasanya disebut delik Undang-Undang 
yang ancaman hukumannya memberii alternative bagi setiap 
pelanggarnya; 
 
3. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan yang 
dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan tanpa 
melihat akibatnya. 
 
Contoh: Delik pencurian Pasal 362 KUHP, dalam Pasal ini yang 
dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat 
delik; 
 
4. Delik materiil adalah jika yang dilarang itu selalu justru akibatnya 
yang menjadi tujuan si pembuat delik. 
 
Contoh: Delik pembunuhan Pasal 338, Undang-undang hukum 
pidana, tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan 
pembunuhan, tetapi yang disyaratkan adalah akibatnya yakni 
adanya orang mati terbunuh, sebagai tujuan si pembuat/pelaku 
delik; 
 
5. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja dan diberlakukan secara umum. 
 
Contoh: Penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP misalnya 
delik pembunuhan Pasal 338 KUHP; 
 
6. Delik khusus atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh 
orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana 
korupsi, ekonomi, subversi dan lain-lain; 
 
 
7. Delik biasa adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada 
pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat 
negara untuk melakukan tindakan; 
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8. Delik dolus adalah suatu delik yang dirumuskan dilakukan dengan 
sengaja, contoh Pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan dan lain-
lain; 
 
9. Delik culpa yakni perbuatan tersebut dilakukan karena 
kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena 
salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi 
korban. 
 
Contoh:  
 
- Seorang sopir yang menabrak pejalan kaki, karena kurang hati-
hati menjalankan kendaraannya; 
 
- Seorang buruh yang membuang karung beras dari atas mobil, 
tiba-tiba jatuh terkena orang lain yang sementara berjalan kaki; 
 
10. Delik berkualifikasi adalah penerapan delik yang diperberat karena 
suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 
 
Contoh: Pasal 363 KUHP, pencurian yang dilakukan pada waktu 
malam, atau mencuri hewan atau dilakukan pada saat terjadi 
bencana alam dan lain-lain, keadaan yang menyertainya itulah 
yang memberatkan sebagai delik pencurian yang berkualifikasi; 
 
11. Delik sederhana adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa 
unsur dan keadaan yang memberatkan. 
 
Contoh: Pasal 362 KUHP, delik pencurian biasa; 
 
12. Delik berdiri sendiri (Zelfstanding Delict) adalah terjadinya delik 
hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut 
dan tidak ada perbuatan lain lagi.  
 
Contoh: Seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh, 
tidak mencuri dan memperkosa; 
 
13. Delik berlanjut (Voortgezettelijke Handeling) adalah suatu 
perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan; 
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14. Delik komisionis adalah delik yang karena rumusan Undang-
undang bersifat larangan untuk dilakukan. 
 
Contoh: Perbuatan mencuri, yang dilarang adalah mencuri atau 
mengambil barang orang lain secara tidak sah diatur dalam Pasal 
362 KUHP; 
 
15. Delik omisionis adalah delik yang mengetahui ada komplotan jahat 
tetapi orang itu tidak melaporkan kepada yang berwajib, maka 
dikenakan Pasal 164 KUHP, jadi sama dengan mengabaikan suatu 
keharusan; 
 
16. Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik 
sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan 
dari pihak yang dirugikan/korban. 
 
Contoh: Pencurian Keluarga Pasal 367 KUHP; 
 
    Delik Penghinaan Pasal 310 KUHP; 
 
    Delik Perzinahan Pasal 284 KUHP. 
 
B. Unsur-Unsur Delik 
Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk delik atau 
perbuatan pidana, (kejahatan dan pelanggaran), maka dasarnya terikat 
pada asas legalitas (nullum delictum) sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai berikut : 
Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas 
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis 
yang ada terdahulu dari perbuatan itu. 
 
Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan 
unsur objektif (Leden Marpaung, 2005 : 9), antara lain sebagai berikut: 
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1). Unsur Subjektif. 
 Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada hukuman kalau tidak 
ada kesalahan (An act does not make a person guilty unless the mind is 
guilty or acts non facit reum nisi mens sit rea) Kesalahan yang dimaksud 
disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas tiga 
bentuk, yakni: 
a). Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
b).Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn); 
c).Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni: 
a). Tak berhati-hati; 
b). Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
2). Unsur Objektif. 
 Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
atas: 
a. Perbuatan manusia, berupa: 
1).  Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan postif; 
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2). Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain; 
1). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
2). Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebankan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, 
yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
 Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, biasanya menyebabkan terdakwa dibebaskan 
oleh pengadilan. 
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005 : 10), 
unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang 
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 
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a. Suatu tindakan, 
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang 
dapat berupa: 
a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekenigsvatbaarheid); 
b. Kesalahan (schuld). 
Dalam hukum pidana dikenal dua aliran tentang unsur-unsur deik 
itu sendiri, yaitu: 
a. Aliran Monistis (Monisme) 
1). Mencocoki rumusan delik, 
2). Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar), 
3). Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa (tidak ada 
alasan pemaaf), 
4). Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Menurut aliran monistis, jika salah satu dari empat unsur di atas 
tidak terpenuhi berarti tidak ada delik (tidak ada orang yang dipidana). 
b. Aliran Dualistis (dualisme) 
1. Unsur objektif atau unsur perbuatan (feit) 
a). Mencocoki rumusan delik 
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b). Ada sifat melawan hukum 
2. Unsur subjektif atau unsur pembuat (dader) 
a). Ada kesalahan 
b). Mampu bertanggungjawab 
Pemisahan dalam bentuk dua kelompok pada aliran ini hanya 
bersifat teknis (tidak prinsipil), untuk dapat dipidana semua unsur harus 
terbukti. Jika unsur perbuatan (objektif) tidak terbukti, maka putusan bebas 
dari tuduhan atau yang didakwakan (Vrijpraak). Dan apabila Unsur 
pembuat (subjektif) tidak terbukti, maka putusan Lepas dari segala 
tuntutan hukum (rechtsvervolging). 
C. Pengertian Narkotika  
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang 
dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang 
menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh. 
Isfilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "narcotics" pada 
farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug" yaitu zat 
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis 
maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Efek 
dari narkotika selain membius 
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 dan menurunkan kesadaran, dapat pula mengakibatkan daya khayal 
atau halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan. 
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya 
ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang 
pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-
jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat 
pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi 
untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam 
kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. 
Pengertian narkotika menurut Sudarto (Moh. Taufik Makarau, 
2005:17) bahwa : perkataan narkotika berasal dari perkataan yunani narke 
yang artinya terbius sehingga tidak merasa apa-apa. 
Menurut definisi dari organisasi komunitas dan perpustakaan on line 
Indonesia (arti definisi penqertian narkotika dan golonqan jenis bahan 
narkotik pengetahuan narkotika dan psikotropika dasar .htm. yang diakses 
pada hari minggu 28 februari 2010, 20:15 WITA), Narkotika adalah suatu 
obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan 
turunnyc kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau 
nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan 
zat 
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 tersebut secara terus-menerus. Contoh narkotika yang terkenal 
adalah seperti ganja, heroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain. 
WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: 
"Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh 
akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, 
atau oksigen). 
Pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 
2009: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan ketergantung atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Tentang Narkotika 
dibagi menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1: 
"Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke 
dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. 
Narkotika Golongan III". 
Lebih lanjut mengenai narkotika golongan I. Pasal 8 ayat 1 dan 2 
mengatur sebagai berikut : 
(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan. 
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(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat 
digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia 
laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas 
rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
 
Yang pada undang-undang terdahulunya yaitu pada Undang-Undang 
nomor 22 Tahun 1997 penggolongan narkotika sesuai dengan pasal 2 
ayat 2 diatur sebagai berikut : 
1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat 
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat 
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan ketergantungan. 
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D. Jenis-jenis Delik Narkoba 
Jenis-jenis delik/ tindak pidana narkotika dirumuskan dalam ketentuan 
pidana, sebagai berikut. 
Pasal 111 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 112 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 
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denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga) 
Pasal 113 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan 
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 114 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam 
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jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan 
tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
 
 
Pasal 115 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) 
gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 116 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan 
Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain 
mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
Pasal 117 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
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Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 118 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 119 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukummenawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, 
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1)ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
 
Pasal 120 
(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
(2)Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransit Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Pasal 121 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan 
Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain 
mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
Pasal 122 
(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
(2)Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 
Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
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denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
Pasal 123 
(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2)Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
Pasal 124 
(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2)Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
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denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
Pasal 125 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan III sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 126 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 
Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat 
permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
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tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 127 
(1) Setiap Penyalah Guna: 
a.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun; 
b.Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun; dan 
c.Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun. 
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim 
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 
Pasal 55, dan Pasal 103. 
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 
Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial. 
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Pasal 128 
(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak 
melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah). 
(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh 
orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 
tidak dituntut pidana. 
(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) 
kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi 
medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. 
(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
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Pasal 129 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau 
melawan hukum: 
 
 
a.memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 
b.memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 
c.menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 
d.membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika. 
Pasal 130 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 
Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, 
Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh 
korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, 
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana 
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. 
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(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi 
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a.pencabutan izin usaha; dan/atau 
b.pencabutan status badan hukum. 
 
 
Pasal 131 
Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, 
Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 
120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 
Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Pasal 132 
(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, 
Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, 
pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal 
tersebut. 
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 
112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, 
Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 
125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana 
penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
(2) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) 
tahun. 
 
Pasal 133 
(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 
memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan 
kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan 
kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang 
belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, 
Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, 
Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 
dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
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(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 
memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 
memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu 
muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk 
menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
 
 
Pasal 134 
(1)Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak 
melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
(2)Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana 
denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
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Pasal 135 
Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 
Pasal 136 
Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari 
tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik 
berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana 
Prekursor Narkotika dirampas untuk negara. 
 
 
Pasal 137 
Setiap orang yang: 
a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, 
menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, 
menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, 
harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun 
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak 
pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 
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(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah); 
b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan,penitipan, 
penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau 
transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk 
benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud 
yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak 
pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
Pasal 138 
Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta 
penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau 
tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
 
Pasal 139 
Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau 
Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
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Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
 
 
Pasal 140 
(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 
dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN 
yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat 
(3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
 
Pasal 141 
Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat 
(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
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Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Pasal 142 
Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara 
melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil 
pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
 
Pasal 143 
Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang 
pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 
 
Pasal 144 
(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan 
pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 
Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 
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118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, 
Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 
129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). 
(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua 
puluh) tahun. 
 
Pasal 145 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak 
pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 
Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 
118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, 
Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 
129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga 
ketentuan Undang-Undang ini. 
 
 
Pasal 146 
(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana 
Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani 
pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan 
pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. 
(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. 
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(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika 
dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang 
memasuki wilayah Negara Republik Indonesia. 
 
 
Pasal 147 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi: 
 
a.pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, 
sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang 
mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan; 
 
b.pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, 
menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan; 
 
c.pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika 
Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; 
atau 
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d.pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika 
Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan 
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. 
 
 
Pasal 148 
Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan 
tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat 
dibayar. 
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E. Rehabilitasi Medik bagi Penyalahguna Narkotika. 
Berdasarkan Undang-undang no. 35 tahun 2009, yang berkaitan 
tentang pengobatan dan rehabilitasi yaitu: 
Bagian Kesatu 
Pengobatan 
Pasal 53 
(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, 
dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam 
jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, 
menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. 
(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti 
yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk 
digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 
Bagian Kedua 
Rehabilitasi 
Pasal 54 
Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
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Pasal 55 
(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur 
wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk 
oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan 
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah 
sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 56 
(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang 
ditunjuk oleh Menteri. 
(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu 
Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. 
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Pasal 57 
Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan 
Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 
masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. 
 
Pasal 58 
Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh 
instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. 
 
Pasal 59 
(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 
Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur 
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang sosial. 
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   BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian. 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 
maka Penulis akan melakukan penelitian di Kota Makassar yakni di 
Polrestabes Makassar dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
B. Jenis dan Sumber. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer : 
Data yang diperoleh melalui wawancara (interview) dengan para pihak 
yang terkait. 
2. Data Sekunder : 
Data yang diperoleh dari dokumen, buku, makalah, serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan erat dengan obyek. 
C. Metode Pengumpulan Data. 
 Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis 
menggunakan metode sebagai berikut : 
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1. Penelitian Pustaka (Library Research). 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan membaca 
literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan berupa dokumen, 
buku, makalah, dan informasi dari internet yang berhubungan dengan 
penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan 
Pengumpulan data dilapangan dengan cara melakukan wawancara 
(interview) dengan aparat Kepolisian yang menangani tindak pidana 
narkotika dan Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
D. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder 
akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu yang berlaku 
dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan 
teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu 
menjelaskan dengan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang 
terkait dengan penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di 
Kota Makassar. 
 
Dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana Narkotika, 
Polri melakukan tugas sebagai Penyelidik sebagimana diatur 
dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara RI. 
Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 
Undang-undang No. 2 tahun 2001 bahwa yang dimaksud 
Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan 
penyelidikan. Sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP bahwa 
Penyelidik adalah setiap Pejabat Negara Republik Indonesia. 
Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 
Undang-undang RI No. 2 tahun 2002, bahwa yang dimaksud 
penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.  
Sebagai upaya menyikapi muncul dan maraknya 
penyalahguna narkoba, maka Polri telah membentuk satuan 
khusus yang menangani tindak pidana narkoba. Dalam Perkap 
Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja. 
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Pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
didalamnya telah diatur tentang Direktorat Tindak Pidana Narkoba 
(Dittipdiknarkoba) yang meliputi Subbagops, Subbagrenmin, 
Subdirektorat I, Subdirektorat II, subdirektorat III, Subdirektorat IV, 
Subdirektorat V, dan Urtu. 
Pada tingkat Polda telah dikeluarkan Peraturan Kapolri 
Nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja 
Kepolisian Daerah, telah diatur tentang Ditresnarkoba. Pasal 10 
Perkap Nomor 22 tahun 2010, diatur bahwa bahwa salah satu 
pelaksana tugas pokok adalah Ditresnarkoba. 
Selanjutnya dalam Pasal 148 Perkap nomor 22 tahun 2010 diatur 
sebagai berikut: 
(1) Ditresnarkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e 
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 
Kapolda. 
(2) Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk 
penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan 
rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 
narkoba;  
b. penganalisisan kasus narkoba beserta penangananya dan 
pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba; 
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c. pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan 
Polda;  
d. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan 
rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; dan 
e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi 
dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba. 
 
Sedangkan Kepolisian pada tingkat Polres, Kapolri telah 
mengeluarkan Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan 
organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan 
Kepolisian Sektor. Dalam Perkap ini juga telah diatur tentang 
Pelaksana Tugas Pokok yang menangani tentang tindak Pidana 
narkoba yaitu Satresnarkoba. Menurut pasal 47 Perkap Nomor 23 
tahun 2010, diatur sebagai berikut: 
 
(1) Satresnarkoba sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d merupakan 
unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. 
 
(2) Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi 
penyelidikan, penyidikan,pengawasan penyidikan tindak pidana 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, 
serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan 
rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 
 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;  
b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan 
rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; 
c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana penyalahgunan Narkoba yang 
dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; 
dan 
d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji 
efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.  
 
 
Satresnarkoba pada tingkat Polres ini dipimpin oleh 
Kasatresnarkoba yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan 
dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kendali Wakapolres. 
Khusus pada tipe Polres Metropolitan, Polrestabes dan Polresta, 
Kasatresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 
wakil kepala satuan reserse narkoba ( Wakasat Reskrimnarkoba). 
 
 
Selanjutnya Satresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya 
dibantu oleh: 
 
a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta 
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, 
pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan 
rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis 
penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas 
Satresnarkoba. 
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b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas 
menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;dan 
 
c. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan 
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkoba dan prekursordi daerah hukum Polres. 
  
 
 
Selain dari beberapa Perkap yang dikeluarkan oleh Kapolri yang 
telah mengatur tentang satuan khusus fungsi Kepolisian dalam 
mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Kapolri juga telah 
mengeluarkan Perkap nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara 
pengelolaan barang bukti. Dalam Perkap Nomor 10 tahun 2010 juga 
terdapat pengaturan tentang tata cara pengelolaan barang bukti 
tindak pidana narkoba. 
 
 
Berikut ini Penulis paparkan Proyeksi peyalahgunaan narkoba di 
Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel. 
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